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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 242/PMK.04/2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN

PELABUHAN BEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan atas

pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan
yang telah ditunjuk sebagal kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas, perlu melakukan penyempurnaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009
tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke
dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagal Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

ddam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Care
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan
yang Telah Ditunjuk sebaga Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas,
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Mengingat

M enetapkan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Perlakuan Kepabeanan, Perpgjakan, dan Cuka Serta
Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke
dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk
sebagal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4970);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009
tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke
dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebaga Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN
DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS.

Pasdl |

Bebergpa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan

Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah

Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a) dan diantara ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 2
berbunyi sebagal berikut:

Pasal 2

(1) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke
Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh
pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari
Badan Pengusahaan Kawasan.
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(1a) Izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipergunakan untuk pemasukan barang dari luar
Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui Kawasan
Bebas lainnya.

(2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas
yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

(3) Jumlah dan jenis barang yang berhubungan dengan
kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

(4) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan
penduduk dari luar Daerah Pabean ke Kawasan
Bebas, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang
telah mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan
Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan
oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

(4a) Jumlah dan jenis barang yang berhubungan dengan
kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat dilakukan perubahan setelah mendapat izin
dari Badan Pengusahaan Kawasan.

(5 Jumlah dan jenis barang konsums sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan
perubahan apabila:

a. telah disampakan Pemberitahuan  Pabean

pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar
Daerah Pabean; dan/atau

b. telah digukan manifes kedatangan sarana
pengangkut dengan kode BC1.1 di Kantor Pabean.

. Ketentuan Pasal 18 diubah dengan menambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagal
berikut:

Pasal 18

(1) Penimbunan barang yang belum diselesaikan
Kewajiban Pabeannya dapat dilaksanakan di:
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(2)

3)

(4)

a. Tempat Penimbunan Sementara; atau

b. tempat lan yang diperlakukan sama dengan
Tempat Penimbunan Sementara setelah mendapat
1zin kepala Kantor Pabean.

Penimbunan barang di tempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal :

a. sifat barang tersebut sedemikian rupa sehingga
tidak dapat ditimbun di Tempat Penimbunan
Sementara;

b. barang tersebut tidak dapat dilakukan penimbunan
di Tempat Penimbunan Sementara karena terdapat
kendalateknis; atau

c. terjadi kongesti yang dinyatakan secara tertulis
oleh pengusaha Tempat Penimbunan Sementara.

Atas penimbunan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pengawasan Pabean dan
dibuatkan laporan Penimbunan.

Tata cara penimbunan barang sebaga mana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan ini,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.

. Ketentuan Pasal 19 ayat (6) diubah dan di antara ayat (6)

dan ayat (7) disispkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a),
sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 19

Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean, atau
tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat
Penimbunan Sementara dengan tujuan untuk
dimasukkan ke Kawasan Bebas, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. dalam hal barang yang dikeluarkan berasal dari
luar Daerah Pabean, wagjib disampaikan dengan
PPFTZ dengan kode PPFTZ-01; dan

b. dalam ha barang yang dikeluarkan berasal dari
Kawasan Bebas lain atau Tempat Penimbunan



(2)

3)

(4)

(5)
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Berikat, wajib disampaikan dengan PPFTZ dengan
kode PPFTZ-02.

Pengeluaran barang dari suatu tempat ke tempat lain
dalam satu Kawasan Bebas yang melewati tempat
lain dalam Daerah Pabean, berlaku ketentuan sebagal
berikut:

a. diperlakukan sebagai pengeluaran barang yang
berasal dari Kawasan Bebas lain; dan

b. menggunakan PPFTZ dengan kode PPFTZ-02
yang sama pada saat pengeluaran dan
pemasukannya.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan
Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku
untuk:

a. barang pindahan;

b. barang penumpang dan awak sarana pengangkut;
c. barang pelintas batas,

d. barang kiriman melalui perusahaan jasatitipan;
e

. barang kiriman melalui PT (Persero) Pos
Indonesia; atau

f. barang tertentu yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

PPFTZ dengan kode PPFTZ-01 atau PPFTZ dengan
kode PPFTZ-02 sebagamana dimaksud pada ayat
(1), dibuat oleh pengusaha yang akan memasukkan
barang atau Pengusaha Pengurusan Jasa K epabeanan
(PPJK) berdasarkan dokumen pelengkap pabean
dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai,
dan/atau pajak yang dibebaskan.

Dalam hal barang berasal dari Tempat Penimbunan
Berikat, PPFTZ dengan kode PPFTZ-02 wajib
dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean pengeluaran
barang dari Tempat Penimbunan Berikat tujuan
Kawasan Bebas.



